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IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tatakelola kepemerintahan yang baik adalah
akuntabilitas. Akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban dari amanah
atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran
tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan
Organisasi Keolahragaan Tahun 2022 ini disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja
ini menyajikan capaian kinerja dari Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan
Organisasi Keolahragaan selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan
amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999
memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan
akuntabilitas, namun Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga merupakan kebutuhan
kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan

kinerja organisasi secara komprehensip.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 ini menyajikan semua program kegiatan
yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit eselon Ii
yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga dan organisasi
keolahragaan”

Dalam mengukur kinerja Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran
menggunakan indikator kinerja output dan outcome, sedangkan kinerja kegiatan
menggunakan indikator kinerja yang meliputi input, output dan outcome. Indikator
input berupa dana, sedangkan indikator output dan outcome antara lain meliputi
jumlah peserta, jumlah dokumen, jumlah pedoman, petunjuk teknis dan satuan
lainnya.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang
ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian
sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output dan
outcome. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini

digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran yaitu dapat berupa
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keluaran (output) atau hasil (outcome). Secara keseluruhan analisis atas capaian
kinerja sasaran Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
adalah Terfasilitasinya 21 (Dua Puluh Satu) Lembaga/Organisasi Cabang
Olahraga Olimpik/Paralimpik Pusat dan Provinsi, Tersusunnya 1 (satu) Kebijakan
Pengelolaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Tersertifikasinya 876
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam) Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik dan
Terbinanya 183 Orang ASN Fungsional Pelatih Olahraga.
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KATA PENGANTAR

ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN
ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
di lingkungan Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Tahun

Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan salah satu
indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
(good governance), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah khususnya dalam memberikan pembinaan dan pengembangan
keolahragaan serta menyampaikan pertanggungjawaban Kkinerja kepada

pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai
rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksankan oleh Asdep
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dalam Tahun Anggaran 2022
yang mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga
Tahun 2022 — 2025.

Secara yuridis Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pemenuhan
kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini, kami telah
berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya
masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan
sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kami sangat terbuka menerima masukan

maupun saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta

.



penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di tahun yang akan
datang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua
khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Asdep
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan.

Jakarta, 10 Januari 2023

PIt. Asdep
dan Orgay

Peningkatan Tenaga
Keolahragaan

-

Drs. Anwa\M.Si
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good government merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan
serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung seara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan legalitas yang didasarkan
pada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 TAP
MPR Xl tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan
Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara,
asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir  dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus  dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres)
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggaran pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan suber

daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh



masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang
disampaikan kepada atasan masing-masing.

Berkenaan dengan beberapa ketentuan peraturan tersebut diatas, maka setiap
instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
sebagai pertanggungjawaban secara tertulis kepada pemerintah atas kinerja

yang telah dicapai.

Sehubungan itu dalam rangka membantu mewujudkan good governance and
cline government dan dalam upaya menciptakan transparansi kepada publik,
Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan selaku unit
eselon Il pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian
Pemuda dan Olahraga sesuai tugas pokok, fungsi, visi dan misi wajib membuat
laporan kinerja dan rencana kerja tahunan agar program kegiatan lebih

terfokus dan mengarah kepada sasaran yang akan dicapai.

. Dasar Hukum

1. TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional,

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi. Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon | Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga,;

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima
Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 Tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sususnan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam
Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non Depertemen;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.



C. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Data PNS serta Tenaga
Honorer
1. Tugas Pokok
Asisten Deputi Penigkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan
Olahraga, berdasarkan pasal 390 Peraturan Menteri Negara Pemuda dan
Olahragsasi dana Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan

tenaga dan organisasi keolahragaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 390,

Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan tenaga
dan organisasi keolahragaan;

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan; dan

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan

di bidang peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;



3. Struktur Organisasi

Plt. ASDEP PENINGKATAN TENAGA DAN
ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
Drs. Anwar, M.Si

KEPALA BIDANG ORGANISASI
KEOLAHRAGAAN
Firtian Judiswandara, SE, ST, MM

KEPALA BIDANG PENINGKATAN MUTU
PELATIH DAN INSTRUKTUR

KEPALA BIDANG PENINGKATAN MUTU
WASIT, JURI DAN TENAGA PENDUKUNG

Drs. Anwar, M.Si

Cecep Sumarna, S.Pd

KASUBBID PENGELOLAAN KASUBBID PENGELOLAAN KASUBBID PENINGKATAN KASUBBID PENINGKATAN KASUBBID PENINGKATAN KASUBBID
10CO ORG. FUNGSIONAL DAN MUTU PELATIH MUTU INSTRUKTUR MUTU WASIT DAN JURI PENINGKATAN TENAGA
Muhammad Aria Bangun PROESIONAL Arsyan Hafiz S, S.Pd Sinta Berliana Herru, S.Sos, Madih, S.Sos  PENDUKUNG
9 Helthoper Akbar, SE,MM M.Pd Dian Noor Solihin,
Nugragha, S.I.Kom
: S.Pd, M.Pd

PENGELOLAAN DATA
INDUK ORGANISASI
Nurul Imaniar

PENGANMINISTRASI UMUM
Mohamad llyas

PENGELOLA DATA
PENINGKATAN MUTU
INSTRUKTUR
Budi Santoso

ANALIS PENINGKATAN
MUTU WASIT DAN JURI
Ririn Nur Paridah, S.Pd




4. Data PNS
Jumlah PNS di lingkungan Asdep Peningkatan Kreativitas Pemuda berjumlah 13 orang

dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut Golongan Ruang Kepangkatan

NO GOLONGAN JUMLAH | PRESENTASE
1 |Golongan| 1 7,69
2 |Golongan Il 1 7,69
3 |Golongan Il 8 61,54
4 |Golongan IV 3 23,08
Gambar 4.1
gGoLl
@GOoLll
gGoLii
oGgoLiv
b. Menurut Jabatan
1 |Eselonll 0 -
2 |Eselon Il 3 23,08
3 |Eselon |V 6 46,15
4 |[Pelaksana 4 30,77
13 100,00
Gambar 4.2
O ESELON Il
B ESELON 111
OESELON IV
O PELAKSANA




c¢. Menurut Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH | PRESENTASE
1 [SLTP 1 7,69
2 |SMA 1 7,69
3 |S-1 5 38,46
4 |[S-2 6 46,15
5 |s-3 0 -
Gambar 4.3
osLTP
ESVA
Os-1
0s-2
Hs-3




BAB Il

RENCANA STRATEGIS PROGRAM KERJA
DAN RENCANA KERJA

A. Rencana Strategis

Rencana stratejik berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai yang mengacu kepada Renstra
Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebagaimana telah diamanahkan dalam instruksi presiden
Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa
dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai
dari eselon Il Mandiri, dan eselon Il ke atas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.
Rencana strategis adalah sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Renana
Strategis juga mencakup Visi, Misi yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa
depan.

Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sebagai salah satu unit organisasi
eselon Il yang dipimpin oleh seorang Asisten Depulti, telah mengambil langkah-langkah kebijakan
guna merumuskan dan menetapkan rencana strategis pembinaan dan pengembangan
keolahragaan khususnya dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga dan organisasi
keolahragaan.

Renana strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam
penyelenggaraan program kegiatan keolahrgaan dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja
yang baik. Rencana strategis Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga khususnya dalam upaya

peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga dan organisasi keolahragaan sebagai berikut :

1. Penataan Sistem Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;

2. Pembinaan Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi, Fungsional dan Profesional dan
Lembaga lainnya;

3. Peningkatan profesionalisme pembina Induk organisasi cabang olahraga dalam menata
kelola organisasi keolahragaan menuju prestasi olahraga nasional dan internasional,

4. Peningkatan mutu dan kapasitas tenaga keolahragaan menuju kompetensi sertifikasi

nasional dan internasional;




B. Sasaran
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana
kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Sebagai penjabaran dari
perencanaan strategis, sasaran kegiatan Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan adalah meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan pengelolaan

organisasi keolahragaan yang memenuhi standar.

C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) (terlampir).
Dokumen ini merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber
daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja anatara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, tranparasi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

D. Tugas dan Fungsi

Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan secara yuridis formal
berdasarkan pasal 390 Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas
tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, dan
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan
tenaga dan organisasi keolahragaan, merupakan unit organisasi teknis sebagai unsur
pendukung tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga, bertanggungjawab kepada Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga.

Mengacu kepada tugas pokok, fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor 1516 Tahun 2015.




E. Program Kerja
Kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi dituangkan dalam progam kegiatan.
Program kegiatan Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada

Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO PROGRAM ANGGARAN

1 | Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun Rp. 82.029.000
2 | Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang Bersertifikat Rp. 14.476.613.000
3 | Organisasi Cabor Pusat dan Provinsi yang Terstandardisasi Rp. 489.344.000
4 | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Rp. 10.322.248.000
5 | Bantuan Masyarakat Rp. 541.370.000
6 | Bantuan Lembaga Rp. 1.589.646.000

Jumlah Rp. 27.501.250.000

F. Rencana Kerja
Rencana kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana
kerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada
pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran
yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif
dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Format Rencana kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2022 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini.




BAB llI

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja
Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator
kinerja, sistem pengumpulan data kinerja, dan penetapan capaian kinerja dilanjutkan dengan
analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visinya.

Dalam mengukur kinerja Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja
output dan outcome sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi
input, output dan outcome. Indikator input perupa dana, sedangkan indikator output dan outcome
antara lain meliputi jumlah peserta, jumlah dokumen, jumlah peraturan kebijakan, petunjuk teknis

dan satuan lainnya.

Berkaitan dengan indikaor-indikator kinerja dalam akuntabilitas kinerja, dapat di jelaskan sebagai

berikut:

1. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi indikator kinerja sasaran
dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan indikator didasarkan pada perkiraan yang realistis
dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.
Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan
indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output dan outcome. Penetapan indikator kinerja
beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana
strategis, yaitu mulai dilakukan pada saat perumusan tujuan dan sasaran. Dalam
menetapkan indikator sasaran digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang
terkait dengan sasaran tersebut, yaitu dapat berupa keluaran (output) atau hasil (outcome).

2. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk
mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten terkait capaian kinerja Asdep
Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dalam rangka proses pengambilan
keputusan bagi perbaikan kinerja yang akan datang. Untuk memudahkan pengukuran kinerja
sebagaimana diuraikan di atas digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan

formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana terdapat dalam laporan ini.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja




Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran

yang dikembangkan dari indikator kinerja kegiatan program Peningkatan Tenaga dan Organisasi

Keolahragaan, Indikator Kinerja Sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan

dalam tabel.

Sasaran keseluruhan analisis atas capaian kinerja sasaran dapat diuraikan seperti berikut :

SASARAN INDIKATOR

NO | PROGRAM/ KINERJA TARGET | REALISASI | KETERANGAN
KEGIATAN

@ 2 €) @) ©) (6)

1 | Meningkatn | Lembaga/Organi Tidak mencapai
ya kapasitas | sasi Cabang target
tenaga Olahraga dikarenakan
keolahragaa | Olimpik/Paralim | 5y Lembaga | 21 Lembaga minimnya
n dan | pik Terfasilitasi proposal dari
pengelolaan | yang Meningkat Induk Organisasi
organisasi Kapasitasnya Cabang Olahraga
keolahragaa
n yang Tersusunnya
memenuhi Kebijakan
standar Pengelolaan

Tenaga dan

Organisasi 1 Naskah 1 Naskah
Keolahragaan

yang

termanfaatkan

Tenaga

Keolahragaan

Olimpik/Paralim

pik Tersertifikasi 846 Orang 876 Orang
yang

meningkatkan

kapabilitasnya

Pembinaan ASN

Fungsional

Pelatih Olahraga 183 Orang 183 Orang

Prestasi yang
meningkat
keberhasilan

S
N




Strategi-strategi dari program prioritas pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga
melalui pelatihan manajemen organisasi dan kapasitas pengelola organisasi olahraga,
peningkatan mutu tenaga keolahragaan serta pembinaan dan fasilitasi kepada Induk Organisasi

Cabang Olahraga yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun

— Program Kebijakan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan dilaksanakan melalui kegiatan
‘Pedoman  Kurikulum Pelatihan Pelatih”.
Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta

Output dari pada kegiatan ini tersusunnya

Pedoman Kurikulum Pelatihan Pelatih

Outcome dari pada kegiatan ini adalah
peningkatan Standar Kurikulum Pengelolaan Pelatihan Pelatih dan meningkatnya kompetensi

sertifikasi Pelatih menuju prestasi olahraga nasional dan internasional.

2. Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang Bersertifikat

" Program Pelatihan Tenaga Keolahragaan
diselenggarakan di 9 provinsi : Jawa Tengah,
Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Bali,
Kepuluan Riau, Jawa Barat, Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur. Tujuan kegiatan ini adalah
dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi
Tenaga Keolahraga dalam rangka meningkatkan

kompetensi sertifikasi baik nasional maupun

internasional
Output dari pada kegiatan pelatihan ini adalah 876 orang Tenaga Keolahragaan.
Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi sertifikasi Tenaga Keolahragaan

menuju prestasi olahraga nasional dan internasional.




3. Organisasi Cabor Pusat dan Provinsi yang Terstandardisasi

Program Organisasi Cabor Pusat dan Provinsi yang
Terstandardisasi diselenggarakan dalam rangka upaya
menstandarisasi Organisasi Cabor Pusat dan Provinsi agar
sesuai dengan kriteria minimal oraganisasi Cabang

Olahraga yang diamanatkan.

Pada tahun ini kegiatan yang dilakasnakan antara lain
Sinkronisasi Program dan Bimtek Pengelolaan Bantuan
Pemerintah, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan bantuan
pemerintah, dan Penyusunan Instrument Monitoring dan
Evaluasi Bantuan Pemerintah Untuk Tenaga dan
Organisasi Keolahragaan.

Output dari pada kegiatan ini adalah 17 Cabang Olahraga DBON yang tersinkronisasi
Program dan mendapatkan Bimtek terkait Peneglolaan Bantuan serta 1 (satu) Instrument
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Untuk Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

Outcome dari kegiatan ini adalah Organisasi Cabor Pusat dan Provinsi yang Terstandardisasi




4. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

Program Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
diselenggarakan dalam rangka upaya
meningkatkan kapasitas dan profesionalisme
sumber daya pembina induk organisasi
cabang olahraga  dalam melakukan
pembinaan dan pengembangan prestasi
olahraga Nasional dan Internasional. Adapun

Lembaga yang difasilitasi dan 5 (Lima) Induk

Organisasi Cabang Olahraga.

Output dari pada kegiatan ini adalah 5 (Lima) Induk Organisasi Cabang Olahraga yaitu
PODSI, PSSI, FORKI, PENTAQUE, dan PERBASI.

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas dan profesionalitas pembina
organisasi cabang olahraga dalam menata kelola organisasi menuju prestasi nasional dan

internasional.

5. Bantuan Masyarakat

Program Bantuan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam

Peningkatan Kapasitas di dalam dan di luar negeri diselenggarakan dalam rangka upaya

meningkatkan kompetensi Tenaga

Keolahragaan khususnya untuk
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meningkatkan kompetensi sertifikasi baik
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nasional maupun internasional sehingga
perlu adanya fasilitasi kepada tenaga
keolahragaan yang mendapat kesempatan
1B undangan mengikuti pelatihan di luar negeri
s L& maupun di dalam negeri. Pada tahun ini
ketercapaian target jauh dari yang diinginkan di awal, dari 5 orang target penerima bantuan
hanya 4 orang yang di fasilitasi, dikarenakan tidak ada lagi proposal yang masuk.

Tahun anggaran 2022 Tenaga keolahragaan yang menerima fasilitasi bantuan untuk
peningkatan mutu Tenaga Keolahragaan sebagai berikut :

Output dari pada kegiatan ini adalah sebanyak 4 tenaga keolahragaan yang difasilitasi dalam
Bantuan Pelatihan Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam

Peningkatan Kapasitas di dalam dan di luar negeri




Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi sertifikasi Tenaga Keolahragaan

menuju prestasi olahraga nasional dan internasional.

6. Bantuan Lembaga

Program Bantuan Administrasi Perkantoran Organisasi Cabang Olahraga Cabang Olahraga
Federasi Panjat Tebing Indonesia, Wushu Indonesia, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, Persatuan
Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, Persatuan Senam Indonesia, lkatan Pencak Silat
Indonesia, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Indonesia Jets Sport Boating Association,
Muaythai Indonesia, BAPOR KORPRI, Persatuan Squash Indonesia, Kick Boxing Indonesia,
KONI, Persatuan Sambo Indonesia, Persatuan Korftball Indonesia, Taekwondo Indonesia,
Indonesia Olimpian Association, dan Indonesia Anti Doping Association diselenggarakan dalam
rangka upaya Fasilitasi pemerintah kepada organisasi cabang olahraga agar cabang olahraga
dapat menjalankan program kerjanya dalam peningkatan prestasi atlet karena dalam upaya
meningkatan prestasi atlet tidak terlepas dari peran serta organisasi induk cabang olahraga.

Tahun anggaran 2022 Lembaga keolahragaan yang menerima fasilitasi bantuan untuk
administrasi perkantoran organisasi olahraga sebagai berikut :

Output dari pada kegiatan ini adalah sebanyak 18 (Delapan Belas) Lembaga yang difasilitasi
dalam Program Bantuan Administrasi Perkantoran Organisasi Cabang Olahraga.

Outcome dari kegiatan ini adalah kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan dan program

kerja organisasi olahraga unggulan dalam peningkatan prestasi atlet.

C. Realisasi Keuangan
Secara keseluruhan, anggaran kegiatan Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 27.501.250.000 (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus
Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
25.500.448.140 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta
Seratus Empah Puluh Rupiah) atau 92.72 % dari total anggaran yang ada, dengan perincian dan

realisasi pembiayaan sebagai berikut :




NO

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

Kebijakan Tenaga dan

1 Organisasi Keolahragaan Rp. 82.029.000 Rp. 79.568.988 97.00 %
yang tersusun
Tenaga Keolahragaan .
2 | olimpik/Paralimpik yang Rp. 14.476.613.000 | RP-13.836.425.338 | 95.58 %
Bersertifikat
Organisasi Cabor Pusat dan .
3 | Provinsi yang Rp. 489.344.000 Rp. 477.115.131 97.50 %
Terstandardisasi
4 Fasilitasi dan Pembinaan Rp. 10.322.248.000 Rp. 9.349.591.589 90.58 %
Lembaga
5 Bantuan Masyarakat Rp. 541.370.000 Rp. 171.466.094 31.67 %
6 | Bantuan Lembaga Rp. 1.589.646.000 |  RP-1.586.281.000 | 99.79 %
Jumlah Rp. 27.501.250.000 Rp. 25.500.448.140 92.72 %




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Pengukuran dan Evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus
memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan
pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan
yang telah dilakukan, Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan telah berupaya
optimal dan berhasil melaksanakan program kegiatan, walaupun dikarenakan adanya perubahan
kebijakan tentang dana dekonsentrasi yang mengkibatkan target output Tenaga Keolahragaan
menjadi turun drastis dan refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi serta
refokusing untuk digunakan untuk Bonus Atlet Paralimpiade, yang mengkibatkan beberapa
kegiatan Pelatihan Wasit dan Tenaga Pendukung mengalami penurunan. Selain itu terdapat
anggaran yang tidak terserap maksimal pada Program Bantuan Masyarakat yang bentuk
kegiatannya adalah Fasilitasi Tenaga Keolahragaan yang akan melaksanakan pelatihan di Luar
Negeri, dikarenakan minimnya proposal yang masuk dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan
administratif yang di persyaratkan. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa prosentase
pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian berkategori baik

untuk keseluruhan kegiatan.

B. Saran
Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan

kegiatan, maka ada beberapa saran dan masukan yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah

a. Senantiasa meningkatkan koordinasi intensif dengan pihak-pihak pemangku kepentingan
terkait dengan kelancaran tugas pokok;

b. Perlu adanya penambahan anggaran untuk mendukung dan memfasilitasi proses
peningkatan kualitas program pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di daerah
khususnya dalam peningkatan mutu, kapasitas, dan profesionalitas tenaga keolahragaan
melaui dana dekonsentrasi;

c. Perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidangnya;




d. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan
kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak

terkait;
e. Merintis dan merancang sistem pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional

yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
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A l Nama : Drs. Anwar, M.Si. ‘A
U Jabatan : PIt. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan y
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN -ORGANISASI
KEOLAHRAGAAN

SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(€)) 3 “)
Meningkatnya kapasitas | Lembaga/Organisasi Cabang Olahraga
tenaga keolahragaan dan | Olimpik/Paralimpik  Terfasilitasi  yang
pengelolaan organisasi | Meningkat Kapasitasnya 22 Lembaga
keolahragaan yang
memenuhi standar

Tersusunnya  Kebijakan ~ Pengelolaan
Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang 1 Naskah
termanfaatkan.

Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik
Tersertifikasi yang meningkat | 846 Orang
kapabilitasnya.

Pembinaan ASN  Fungsional Pelatih
Olahraga  Prestasi yang meningkat | 183 Orang
keberhasilannya.

Kegiatan

Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

Jakarta, 5 Oktober 2022
Plt. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Pit. Asisten Deputi Peningkatan
Olahraga, Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

Dr. Raden Isnanta, M.Pd. Drs. Anwar, M.Si.







